


A.SEKILAS PPID UNIT KERJA

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah me-
mandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat
memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan
melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28 F
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang men-
gatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan prib-
adi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, meny-
impan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.

Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi menge-
nai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang
nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP tersebut
wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor untuk menyampaikan data/ infor-
masi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Polbangtan
Bogor untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di ruang lingkup
Kementerian Pertanian.

Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Polbangtan Bogor dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian
no. 32/Permentan/OT.140/612011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
Laporan Tahunan PPID di Polbangtan Bogor meliputi penyediaan dan pengumuman infor-
masi yang waijib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta, penye-
diaan informasi yang waijib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan infor-
masi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 UU KIP juncto
pasal 11 Perki nomor 1 tahun 2010.

B.PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP nomor 61 pasal 14,

diantaranya:
. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
. Pengujian konsekuensi;
Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu
pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijokan yang diambil untuk

memenuhi hak setiap orang atas informasi publik
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C. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan maklumat layanan PPID Polbangtan Bogor belum dirumuskan secara spesi-
fik dan masih mengacu pada motto dan layanan PPID Utama Kementerian Pertanian.
Motto layanan POLBANGTAN BOGOR adalah “proaktif”:

KOMITMEN BERSAMA
FELARSANAAN KETEREBURAAN
INFORMAS] FUBLIK KEMENTERIAN
PERTANIAN

Kamri, Fimpinan Politcknik Fembanguran Ferizmian Bogor
dalam hal ini selaku
Femanggung Jawab Pejabatl Pengelola Informesi dan Dokumentasi (FFLD
Felinksans PFelbangian Bogor beseria seluruh Aparstur
Sipil Negara di Lingkungan Pelbangian Bagor,
dengan ini menyaiakan Kembiimen Bersama:

Mendukung penush pelaksansan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan
Femenierian Perianian melalui pervedisan snggaran, sarns, dan prasacana
pendukung, SDM yvang kompeten sena pengelolaan dan
pelayanan infirmasi publik yang copat. mudih, dan transparan
sesus dengan amanad Undang-{indaag Nomor 14 Tahum 2008
tentang Keterbukcaan Informasi Publik

Bogor, 21 Juni 2021
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D. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Polbangtan Bogor didukung
dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor nomor 15/KPA/HM.130/1.7/01/2021 tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor nomor
63/Kpts./HM.130/1.7/03/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan Bogor sebagaimana terlampir pada lapo-
ran ini.

Struktur PPID mengacu pada Surat Keputusan Direktur Polbangtan Bogor yang terdiri
dari pegawai yang memiliki jabatan fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsi-
paris, dan Pustakawan.

E. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Adapun jumlah informasi publik dalam 1 tahun bersumber dari laporan bulanan yang
dibuat setiap akhir bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2021.

Januari NI | 30 pemohon
Februari [ | 30 pemohon
Maret | 42 pemohon
April I | 80 pemohon
Mei Hnnmmmmm| 29 pemohon
Juni lmmmm| 15 pemohon
Juli | 12 pemohon
Agustus limm| 10 pemohon
September limm; 12 pemohon
Oktober liimmnmmm 21 pemohon
November lnnmmmmmmm| 30 pemohon
Desember lmmmm, 14 pemohon

F.REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Pelayanan Tercepat
Seluruh pelayanan informasi publik di Polbangtan Bogor selama tahun 2021 dapat
diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.

b. Pelayanan Terlama
Tidak ada

c. Rata-rata Pelayanan
Seluruh pelayanan informasi publik di Polbangtan Bogor selama tahun 2021 dapat
diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.

G.REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN

Tidak terdapat keberatan dari pemohon informasi kepada PPID Polbangtan Bogor

selama Tahun 2021.
a. Pelayanan Tercepat (nihil) ’ ?’

b. Pelayanan Terlama (nihil)
c. Rata-rata Pelayanan (nihil)
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H. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

Selama tahun 2021, dari total 325 jumlah pemohon, dapat dikategorikan berdasarkan
usia sebagai berikut:

18-35 tahun
194 pemohon

Instansi
100 pemohon

Lebih dari 35 tahun
31 pemohon

I. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Selama tahun 2021, dari total 325 jumlah pemohon, dapat dikategorikan berdasarkan
pekerjaan sebagai berikut:

Karyawan Swasta
89 pemohon

PNS/TNI/POLRI
154 pemohon

Lain-lain
50 pemohon

Wiraswasta
32 pemohon

J. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN PENGELOMPOKAN

Bagian Umum dan Kepegawaian N | 51 pemohon
Anggaran dan Keuangan 0 pemohon
Akademik, Kemahasiswaan, I | 246 pemohon
dan Alumni AR AR AR A AR RARARAN
AR AR A AR RARTARAN
AN RN AR TR
T "n"m
YESS PPIU Jabar lilmm| 12 pemohon
Informasi Publik Lainnya linmmmm| 16 pemohon

=0



